KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

Menimbang

Mengingat

{\.«

NOMOR: \5 /Kpts/KPU-Kab-017.433877 /Tahun 2016

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

bahwa untuk melaksanakan program reformasi KPU
Rl pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana
tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi KPU
RI, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di
lingkungan KPU Kabupaten Dompu;

bahwa schubungan hal tersebut pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Rabupaten Dompu tentang Tim Reformasi Birokrasi Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Dompu;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun
1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [l

Dalam Wilayah Dacrah-dacrah Tingkat | Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penycelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolust dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemba An

Negara Republik Indanesia Nomor 4355);

4. Undang ...
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un

0.

9.

10.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157
Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14  Tahun 2014
tentang  Pedoman  Evaluasi  Reformasi  Birokrasi
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015

r

tentang Road Map Relormasi Birokrasi 2015-201

14. Peraturan....
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Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

14, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal Komisi  Pemilihan  Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008:;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun
2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010:;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 81/ Kpts /KPU/ Tahun 2016 tanggal
19 Juli 2016 tentang Penetapan Ketua Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia;

1. Surat  Sekretaris Jenderal KPU RI  Nomor:
1368/SJ/X /2016 Tanggal 28 Oktober 2016 Perihal
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen
Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota;

o

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dompu
Nomor : Q0 /BA/X1/2016 Tanggal 21 November 2016;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU \
Membentuk dan  menetapkan Tim Reformasi Birokrasi '(Ii_i
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten D()mpLi.
yvang terdiri dari |
1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana ’
3. Tim Pendamping

4. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA ..
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4L

Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi
scbagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU adalah :
Tugas Tim Pengarah:
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring
program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

b

Meniberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam
Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

Tugas Tim Pelaksana

L. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan
program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan
melakukan  monitoring  pelaksanaan  program
Reformasi  Birokrasi;

3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;

4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi,

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi

. Meningkatkan Pcran Aparat Pengawasan intern
Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan
Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas

asesor;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

tu gas asesor.

w

Mengkonsolidasikan  tindak lanjut dan rencana
perbaikan.
4. Melakukan penilaian  dan monitoring evaluasi

pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;

J1

Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan
untuk unit kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu
melakukan koordinasi internal maupun ekstemal dengan
instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum melalui  Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

KELIMA ...

jdih.kpu.go.id/ntb/dompu



KELIMA © Keputusan ini mulai  berlaku scjak  bulan November

sampai dengan bulan Desember 2016 dan apabila di
kemudian  hari terdapat  kekeliruan  akan diadakan

perbartkan seperlunya.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 21 November 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
BABUPATEN DOM Pu.i%

Jpantae™

,f— RUSDYANTO

Tembusan; disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua KPU RI;
2. Ketua KPU Prov. NTB:

jdih.kpu.go.id/ntb/dompu



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR - \@) /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016

TANGGAL : 21 November 2016

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN DOMPU

NO. “NAMA [ JABATAN |KEDUDUKAN| TUGAS DALAM |
DALAM TIM TIM
1. |[Rusdyants | Keewa. |- | Penmarah |
2. [Suherman | Anggola | (koordinator) | Pelaksana |
| Sri Rahmawati Anggota (anggota)
Agus Salim Kasubag (anggota)
Mustakim Kasubag (anggota)
; Imran one Pelalkksana (anggota)
Awaluddin Pelaksana . langgota) |
3. | Arifuddin Anggota 1! {]((J_o_rd'iﬁzttor)_“ﬂﬂ‘l Quick Wins
Agus Setiawan Anggota | (anggota) | /PMPRB |
Irham Sekretaris | (anggota) |
Abu Hasan Taqwa Kasubag l (anggota)
| Muhammad Yamin | Kasubag (anggota)
[trun J Peelaksana = (anggota) I 1

KETUA KOMISI PEMILIHAN PMUM
FKABUPATEN DOMPUs

— |

'F RUSDYANTO
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